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Abstact
This stud, discussed lhe theoretical construction of independe t agencies in l.
constitutional sb'ucture ofRepublic oflndonesia. By using various theoies created
b),sone classical and contemporary theorists in term ofindependent agencies, and
linitation afpowers themes, as it has been implemenledfu cohstitutional aw practice
and revised in lheoretical perspective, the result of this study shav,ed indepe dent
age cies are a differc t branch of government, compare to the co ception of
Montesquieu\ trias politica. lndonesian conslitutional la\i practice attractsfact about
an existence oJ a dilJbrent branch of government, \rhere it is referred to as the
independenl qgencies. As a new type of separation oJ powet theoretical constuctiotl
ol independent ugencies could be referred to as "The New Separation of Powex"
The result ol this stud) also showed the existance of independe t agencies m
constihttionul sttuclure oJ Republic oJ Indonesia is still be placed under primary state
agencies, and considered as ab\iliary state agencies.
K4]word. Jtldependetlt Agencies, Separation ofPowers, Checks and Balances
I. PENDAHULUAN (the execulive or administlatire J nction),
dan yudisial (the judicial function) (Jrnly
Tiga pilar kekuasaan yang begitu Asshiddiqie, 2006a: l3).
djkenal dalam ilmu hukum maupun
dewasa ini menunjukkan bahwa
Klasifikasi Montesquieu inilah hubungan antar cabang kekuasaan itu
dikenal pembagian kekuasaan negara tidak mungkin tidak saling bersentuhan,
modcrcn dalam tiga fungsi, yaitu dan bahkan ketiganya bersifat sederajat
legtslalif(the legisla vefurclrbr), eksekutif dan sa)ing mengendalikan satu sama lain
Ke.run\kar Ko"tisi \"csatu lrdcpcn.ler Dalatk Struktw Kalatanegaruak RI rcunaj|a A.Taud4 171
Satu organ hanya boleh menjalankan
ilmu polrtik terdiri atas pilar legislati i satu fungsi, dan tidak boleh saling
ekseku l i fdanyud ika t i lMontesqu ieu  mencampur i  u rusan mas ing-mas ing
meDgidealkan kctiga pilar kekuasan dalam artiyangmutlak. Bila tidak demikian,
negara inidilembagakan masing - masing maka kebebasan warga negara akan
ke dalam tiga organ negara. Menurut terancam hilang (Jimly Asshiddiqie,
Montesquieu, dalam b:uk 'rya" L'Espirit des 2006br153). Menurut Jimly Asshiddiqie,
lolt" (1784) atau dalam bahasa Inggris- konseDsi /,"iaj ,o/itic4 tersebut tidak
nya" th ,  \p ; t i t  r /  7 re  ld l ' \ . ' kekuasaan re lev in  lag i  iewasa in i .  meng ingat
negara terbagi ke dalam tiga cabang, tidak mungkin lagi mempertahankan
ya i tu ;  kekuasaan leg is la t i f  sebaga i  b3hwa ke t iga  organ isas i  te rsebut
pembuat  undang-undang,  kekuasaan hanya berurusan secara  cksk lus i f
eksekutif untLrk nrelaksanakan, dengan salah satu dari ketiga fungsi
dan kckuasaan untuk menghakimi atau kekuasaan tersebut. Menurutnya, kenyataan
)udikatil
Senada dcngan pemyataan di atas,
Moh. Fajrul Falaakh menjelaskan bahrva
kekuasaan egara semakin terdistribusl
kepada banyak organ yang ada. Dengan
demikian teori sepordtiou ol pover
tidak lagi diartikan sebagai pemisahan
kekuasaan hanya ke dalam tiga lembaga
pemegang kckuasaan legislatif, eksekutif.
dan yud ika t i f .  Kekuasaan negara
menurutnya, mcluas ke lembaga lembaga
independen (i depende t agencies),
bahkan di l ingkungan eksekutif. juga
te r jdd i  d  i .L  r ib  Ls i  I  e l  u r5aJ  n  me la lu i
desentralisasi (Moh. Fajrul Falaakh,
2009:20)
Leb ih  lan ju t ,  Fa j rL r l  Fa laakh
menjelaskan, tcori pcnisahan kekuasan
negara ke dalan tiga cabang semakin tidak
memadai untuk memahami berbagai model
pengorganisasian suatu negara dan sislem
pemer in  tahan ya ,  leb ih - leb ih  karena
perkembangan atau konlpleksitas
kehidupan bemegara. Mcnurut C.F. Strong,
kompleksitas pemerintahan bahkan lebih
mcmperrgaruh d'.rrib.r. \eL.ra.aarr dari
padJ  ke ing .nJn  Lr I l r l k  r ' r (  I ' rbd la - :
absolutisne negala atau r-aJa, seperti
dipahami dal1 dileodkan Montesqujcu (Moh.
Fajrul Falaakh, 2009:20-21 ).
Terka i t  ha l  in i ,  N i 'matu i  Huda
(200- . -2 )  n renyJLrk rn  pu  . r  h rhr ra  dok t r in
t r ias  po l i t i ca  Montesqu icu ,  yang
menganda lkcn  bahu a  t rg r  lungs l
lekuasaan cglla .eldlu hxnrs lefcemin
di t iga jenis organ negara, seringterlihat
tidak relevan lagi untuk dijadikan rujukan.
Di sisi lain, perkembangan nasyarakat, baik
secara ekonomi, politik, dan sosial budaya,
serta pengaruh globalisme dan lokalisnre,
menghendaki shuktur organisasi ncgar-a
lebih responsif terhadap tunlutan nereka,
sefta lebih efektif dan ellsien dalam
rnelJlarka.1 pcl.ryr'nn pubiik dan rrenc:rpai
tujuan penyelenggaraan pemerintahan.
Perkembangan tersebut berpengaruh
terhadap struktur organisasi negara,
tccnr.uk bcnruk-berrruk dan furg.i fung.i
lembaga negard. Bermunculah kemudian
lembaga - lembaga negara indepcnden,
sebagai bentuk ekperimentasi kelembagaan
(ins titutional experi n e/?/d/r?/?) ydng dapat
bc rupa  dcu  an  ( co r i l c i l ) .  kon r i s r
(comnissioll), kofiite (conn1 ittee), badai
(baard), atau olorila (.r?r1lroril), (Jimly
Asshiddiqie, 2006b:v-vi).
Dijelaskan oleh Jin]ly Asshiddiq,",
bahrva lembaga Jembaga baru teNebut
bisa disebut sebagat state a*riliary
organs. itaLt citt.ii | 1 aD ; t, \t I trt ;o4, scbagxi
lembaga negara yang b ers i  fat
pcnunjang. Pernyataan bahwa lembaga/
komisi ncgara indcpcndcn nrerupakan
orgal negara pembantu atau tan]bahan
masih harus diuji kebenarannya. Pendapat
mainstrcdm ini henat penulis t idak tepat,
ka rena  da lan  kon teks  kenya taan
ketatanegaraan moden, varian da kon]rsr
negara independen, diantaranya Ko rsr
Penilihan Unun (KPU), Komisl Pelyiaran
l rdone . ra ,  Kon i . '  \ , r . i ona I  Hak  A ra . i
McnU, i a  (KomIa ,  HAN4) .  d rn  Kon r i . r
Penberantasan Korupsi (KPK) merupakan
instrumen utama untuk me$'ujudkan cita
ncga f /  huku rn  l  ang  de r rok_a t i .
(democratisce rechtsstaat) dan negara
dcnokrasi berdasarkan hukum.
Dengan kata lain, tanpa keberadaan
komisi negara independen, cita negara
hulum yarg denrokmtis hanya nrenj adi angan
angan belaka. Diantara lembaga iembaga
independen itu kadang-kadang ada juga
yang disebut sebagai re# regulator)l
agencies, independent supefl isary
bodies, ata\t lembaga- lembaga yang
men ja la r r kan  fun ; . i  c ; rnpu ra r r  (m l r
.function) antara fungsi-fungsi regulaiif,
adninistratif, dan fungsi penghukuman
yang biasa dipisahkan tctapi justru
dilakukan secara bcrsamaan oleh
lenrbaga lembaga balu tersebut. Bahkan
ada  lembaga- lembaga  ba ru  yang
disebut sebagai quesi ilott governnental
organizatIan (Jimly Assltiddiqle, 2006b:
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Pada konteks kelatanegaraan Negara
Republik Indonesia, Konstitusi Republik
Indonesia menampilkan wajah bar-,
se te lah  se  Iesa inya  empat  perubahan
Undang-Undang Dasar  1945,  yang
secara  beranta i  d i lakukan o leh  Va je l i s
Permusya-waratan Rakyat (MPR) Republik
Indones ia  se lama empat  tahun,  se jak
1999 h ingga 2002.  Menuru t  Denny
Indrayana (2008:263) reformasi di era
transisi itu, meski disusun dengan
metode  lan rba l  su la rn  dan  tanpa
perencanaan yang memada i ,  re la t i f
mampu meletaklan sisten ketatanegaraan
baru yang lebih baik. TentLr di sana sinr
ada kekurangan has i l  perumusan,
namun lebih larljut mcnurutnya, dibanding
kan dengan konstihlsi scbelum amandemen,
UUD t945 hasil aDlandemen adalah
konstinrsi yang lebih demokratis.
Menurut Moh. Mahiird MD (201U:
xi), tidak tepat bila dikatakan Perubahan
UUD 1945 se jak  tahun 1999 sudah
diubah sebanyak enpat kali. Hal yang
benar menurutnya, UUD 1945 diubah
atau diamandemen satu kali, dibahas
selama tiga tahun dengan cermat, dan
d isahkan da lam empat  tahap s idang
tahunan MPR, yaitu tahun 1999, 2000,
200i. d.,rr 2002. Prose' yang panjang rni
membuktikan bahwa perubahan itu
sudah dilakukan dengan ccrmat, bukan
dengan te rburu  -  buru  karena ada
kesepakatan dasar yang selalu dijadikan
landasan yang berke lan ju tan  da lam
pembahasan-pen'rbahasan.
Salah satu kecenderungan wajah
ketatanegartlan Indonesia transisi, serta
setelah pcrubahan Undang-UndangDasar
19,15 adalah lahirnya "Komisi Negara
lndependei (iMlepetldeu 4gcrcreJ)" maupun
le baga struktural lainnya, serta komrsl
eksekutif (enec&life branch agencies).
Seperti jamur di musim hujan, semua
bidang kencgaraan berlonba menghadirkan
komisi negala. Tidak sedikit pembuatan
undang- undang yang mcNujudkan komrsl
negara baru (Denny Indrayana, 2008: 264).
Penyebutankomisi negara independen
da lam ka j ian  in i  berar t i  komisr
negara independen dalam artian umum
(genertc\ dan jamak (pfura/;. Penulis
karenanya menghindari penyebutan
'komis i -komis i  negara  independen, '
dikarenakan alasan praktis penulisan,
dan menghindari kerancuan konseptual
yang d iusung.  Terka i t  i s t i lah  yang
digunakrn. tsuna kepenringf,n Lajian ini.
penulis secara konsisten menggunakan
nomenklatur "komisi negara independen"
ketimbang"lembaganegara independen,"
mesk ipun kedua is t i lah  in i  d ianggap
tepat, kecuali bila melakukan pengutipan
atas uraian - uraian dalam literatur
terlenhl.
Namun demikian, setelah sekian
lama penerapan arnandemen, Undang-Undang
Dasar 1945 masih belum mcnemukan
bentuknya yang ideal. Sistcm ketatanegaman
Indones ia  n1as ih  sa ja  gamang dan
mencari bentuk. Reformasi institusional
ketatanegaraan menemukan banyak
masalah dan.justru menimbulkan keraguan
publik.
Sahh salun) a keberadaan Lomi'i
negara  independen yang t idak  je las
kedudukan, dan "legal spililr4,a" dalam
sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.
Ket idak je lasan keberadaan komis  r
nega13 Independen dapat  d i l rha t  dar r
penamaan(nomenllatur) awal kelembagaan
yang tidak konsisten. Sebagai misal,
'komisi'atau dewan atau'badan, dan dasar
hukum pembentukannya yang sebagian
besar dengan peraturan perundang-
undangan dibawah IIUD 1945.
Apab i la  d i t in jau  dar i  pc rspek t i f
checks ancl balances, maka keberadaan
komisi ncgara independcn antara ada dan
tiada. Dengan kata lain, komisi negara
independen pada sistem ketatanegaraan
Republiklndonesia diterapkandengan
setengah ati. Di satu sisi, hampir tidak
ada satu komisi negara independenpun
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di Indonesia yang berfungsi sebagar
pengont ro l  dan a tau  penye imbang
terhadap salah satu poros kekuitsaan da
lrias polit ica, sedangkan di sisi lain,
sebag ian  komis i  negara  indcpenden
merupakan Icmbaga negara  yang
memiliki kewenangan yang bersunber
langsung da Undang-Undang Dasar atau
konstitusi (corirlturiondlb b6ed porer
ins titut iotls), dan mentiliki c on s t ihn ional
Penrbahr :an  mt .a  lah  ek  5 is lens i
komisi negaradalamsislemkellitanegarnan
menjad i  sangat  pent ing  pada saat
komisi tcrsebut akan melaksanakan
fungci.1u*a.. dr" keu crrcngannl a .cbagcr
lembaga negara  pcmbantu  yang
disekeli l ingnya telah berdiri lembagr-
lembaga negara yang jelas satu sanla
la in .  S t ra teg is  t rdaknyr  sebr ruh  kunr is r
akan sangat  d i ten tukan o leh  kuar
Jemahnya kedudukan komis i  te rseb or
dibandingkan lembagaJembaga negara
larn.
Pengkajian karenanl,a diperlukan
untuk melihat apakah komisi-komisi rnr
berkedudukan >elara .ar santa laln.
Da lam I ingkup yang nenda lam,  juga
pent ing  d ika j i  apakah kom is i -kom rs r
ini berkedudukan sejajar dengan lcmbaga-
lembaga lain seperti Presidcn, Dewan
Perwak i lan  Rdk ld l  i  D l , t t  I  Ma jc l i s
Permusyawaratan Rakyat (MpR), dan lain-
lain. ataukah merupakan subordrnaqi darr
lembaga-lembaga tersebut (Lukman Hakirl,
2010:7).
Bcrdasar'kan bcrtgam uraian pada
latar belakarg masalah, dapat dil ihat
adanya  beragampermasa lahan-
pennasalahan yang pcrlu uDtuk ditclit i .
Guna pcnajaman atas luasnya cakupan
nermasa  l h  a  I  ye r rg  bc r i rgan t  in i .
penulls menggagas rumusan masalah
untuk diteliti sebagai berikut :
L Apasajakah karaktcristik yang menjadi
tolak ukurbagi kebendaan konisi negara
independen l
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2.Bagaimanakah konstruksi teorit is
keberadaan komisi negara indepcnden
pada struktur ketatanegaraan Republik
Indonesial
3. Apasajakah bentuk checks end
balalces komisi negara independen
terhadap cabang kekuasaan
]eg is la t i f ,  eksekut i l  dan  yud ika t i f
dalanr konteks ketatanegaraan Republik
Indonesia ?
II. PEMBAHASAN
Komisi Negara Independen di Indonesla
Pada tatanan praktik ketatanegaman
Repub l ik  Indones ia ,  kese lu ruhan
lembagalembaga negara yang dikategorikan
sebaga i  komis i  negara  independen
adalah yang memenuhi prasyarat tertentu,
yaloi berkamkleristik :
l .  Dasar  hukum pembentukannya
menyatakan secara tegas kemandirian
a1a  u lndcpenden i i  d t r i  konr i s i
negara  independen te rka i t  da lam
menj alanl<an tugas dan fungsinya(syarat
nomDti0.
2. Independen. dalam drrian bcbas dari
peDgaruh, kehendak, ataupun kontrol
dari cabang kckuasaan eksekutil.
Pemberhentian dan pcngangkatan
anggota  komis i  menggunakan
mekanrsmc teftentu yang diatur khusus,
bukan semata-mata  berdasarkan
kehendak Prcstden (polit ical
appointee).
Kepemimpinan komis i  bers i fa t
kolektif kolegial, jumlah anggota tau
komisionerbcrsifat ganjil dankeputusan
dianrbil secara majoritas uara.
5. Kepemimpinan komisi t idak dikuasai
atau tidak ntayoritas berasal dari partai
polrtiktedentu.
6 .  masa jabaran para  pemimpin  komis i
definitii habis secara beNamaan, dan
dapat diangkat kembali untuk satu
penode berikutnya.
4 .
.1.
7.  Keanggotaan lembaga negara
ini terkadang ditujukan untuk
menjaga keseimbangan perwakilan
yang bersifat nonpartisan.
Pertanyaan yang timbul kemudian
ada lah ,  apab i la  te rdapat  sa tu  a tau
dua karakteristik yang tidak terpenuhi,
apakah tetap memenuhi syarat untuk
dikategorikan sebagai komisi negara
independen? Untuk menjawab pertanyaan
in i ,  penu l is  berargumentas i  sebaga i
berikut. Independensi (karakteristik 2)
penulis kategorikan sebagai syarat yang
harus ada apabila suatu lembaga negara
dikategorikan sebagai komisi negara
independen.  d ika rena<an p r rns ip
independens i  a tau  kemand i r ian
mengharuskan, "tidak ada komisi negara
independen yang tidak independen."
Beg i tu  pu la  karak ter is t i k  1 ,  dan 3 .
Karakteristik - karakteiistik ini merupakan
karakteristik'utama' yang kesemuanya
kompat ibe l  dengan karak ter is t i k
lainnl a. yang penulis kategorikan sebagai
'pelengkap' (karakteristik 4,5, 6, dan 7).
Hemat  penu l is ,  sua tu  lembaga
negara  d ika takan komis i  negara
independen apab i la 'pa l ing  t idak , '  ( l )
dasar hukum pembentukannya
menyatakan secara tegas kemandirian
atau indepe[densi dari komisi negara
independen terkait dalam menjalankan
tugas dan fungsinya), (2) independen,
da lam ar t ian  bebas dar i  pengaruh,
kehendak, ataupun kontrol dari cabang
kekuasaan eksekutif, dan (3) pemberhentian
dan  pen  ga  ngka ta  n anggor r  komis i
menggunakan mekanisme tertentu yang
d ia tu r  khusus ,  bukan semata-mata
berdasarkan kehendak Presiden. Sehingga,
sepanjang tiga kategori utama dimaksud
terpenuhi, suatu lembaga negara merupakan
komisi negara independen.
Berdasarkal hasil analisis ebelumnya
dan berp i jak  pada asumsi  adanya
d i fe rens ias i  an tara  komis i  negara
independer dan organ- organ eksekutif
independen, penulis menyatakan bahwa
d i  Indones ia  saat  in i ,  ' pa l ing  t idak ,
terdapat l5 komisi negara independerr,
dikarenakan memenuhi karakteristik-
karakteristik yang di grmakan dalam penelitian
ini. Keseluruhan lembagalembaga negara
ini adaiah :
1 KomisiYudisial (KY).
2. Komisi Pemilihan Umum (KPLD.
3 .  Komis i  Nas iona l  Hak  Asas l  Manus ia
(KomnasHAM).
4. Komisi NasionalAnti Kekerasan Terhadap
Perempuan (Konrnas Perempuan).
5. Komisi Pengawas Persaingan Usaia
6. Ombudsman Republik Indonesia (ORI).
7. Komisi Penyiaran I donesia (KPI).
8. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (KPK).
9. Komisi Perlindungan Anat (KPA).
10. Dewan Pers.
11. Dewar Pendidikan.
12. Pusal Pelaporan dan Analisis Transaksi
Keuangan (PPAIK).
13. Komisilnformasi.
14. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)
15. Lembaga Perlindungan Saksi dan
Korban (LPSK).
Rekonstruksi Teorit ik Eksislensi Komisi
Negara  Independen pada St ruk tur
Ketatanegaraan Republik lndonesia
Sebaga i  landasan teor i /  p isau
analisis yang dipandang cocok untuk
memadankan dan mempos is ikan
konst ruks i  teor i t i s  komis i  negara
i rdepender  da lam s t ruk tur  ke ta ta -
negaraan Republik Indonesia, penulrs
menggunakan Teort The New Sepcu ation
of Power (Pemlsahan Kekuasaan Baru)
yang berkembang Di Amerika Serikat.
Bruce Ackerman (2000:728)
menyatakan: "...The American system
contains (at least) f ive branches:
House, Senate, Preside t, Court, and
indepe dent agencies such as the Federal
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Reserve Board. Complexit! is cotllpounded
by the 
"Nild,t tnE in\t; t ' , t ianol .1)t laLti . \
aJ the Anerican federal slsten. The
crucial questian is nat caDq)lexi ly,
bu t  t )he the r  v ,e  Amer i ca t l s  a re
separating power Jbr the right reason( . . .Pemisahan  kekuasaa l i  pada
sistem ketatanegalaan Amcrika Serikat
se t i daknya  te rd i r i  da r i  l ima  cabang ;
Dewan  Per t vak i l an ,  Scna t ,  P res idcn ,
MahkamahAgung, dan lentbaga indcpen.len
seper t i  Federa l  l l ese rve  Board .
Kompleksitas ini dipcfdalamdengan
adanya  d inamika  pc l  l uasan  s i s tem
ke lembagaan  nega l  a  pada  t i ngka t
federai. Petanyaan krusialnya bukan pada
kompleksitas, tetapi apakah kita, Amerika
Serikat, mem jsahkan kekuasaan untuk
alasan yang tepat).
Seca ra  fungs iona l ,  po ro  s  po ros
kek  ua  ' a r  n  yang  d i r l r r r k i n  . l : . r i  co r l
ini adalah legislatif (Dewan Pcr$'akilarl.
dan Senat), eksekLrt i f(Presidcn), y udikatif
(Mah la rnah  qg r ' r . ,  ' .  da l  ko r  '  . l
negara independen (Ba]lk Sentral). Secara
konseptual terdapat kemiripan antara
slstem ketatanegaran Amct ika Serikat
dengan  Repub l i k  I  ndones ia .  Da lam
pandangan penulis,poros-poroskekuasaan
ini adalah legisiat i f  (Dervan Penvakilan
Rakyal, dan De$'an Pelwakilan Daerah),
eksekutif (Preslden), yudikatif (Mahkamah
Agung, dan Mahkamah Konstitusi),
dan kon-i isi Degara independen (Pusat
Pelapol"n danAnalisis Transaksi Keuanga
PPATK).
Sedangkan ,  seca ra  i ns t i t us iona l ,
pada  kon teks  s i s tem ke ta tanegaraan
Republik Indonesia, lembaga-lenbaga
negara yang tercakLrp adalah, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dc$'an Perwakilan
Daerah, Presiden, Mahkanah Agung,
Mahkamah Konstitusi, dan komisi negara
independen, seperti Pusat Pelaporan dan
Analisis Transaksi Keurgan (PPATK). Khusis
untuk DPD, memang terdapat pcrbedaan
bcsar dengan Scnat Amerika Scrikat ),ang
mcmi l i k i  ke r .enangan  leg i s la t i f  dan
hak  ve to .  Mesk ipun  be rkedudukan
sebaga i  , La lu  (a I ta r  p r ' . cn r rn .  f u rg , i
De* ,an  Per  w  ak i l an  Daerah  (DPD)
sepenuhnya  bc rs i f a t  kepcnas iha tan
(advisory,) dan tidak tepat unruk disebut
sebagat co-legislatol, terhadap Dewan
Penvakilan Rakyat, karcna pengambilan
keputusan dalam legislasi adalah DPR
dan  Prcs iden  (Moh .  Fa j ru l  Fa laakh ,
2006 :103 ) .  Dc ran  l e r { ,ak i l an  Daerah
merupakan  pe rwak i i an  dae rah  yang
kewenangan  leg t  s las inya  sanga t
terbatas pada masalah-masalah tertenlu
sa j  a  (Pasa l  22D l l ndaog-Undang
Dasar Ncgan Republik Indonesia Tahun
1945), nanrun berfungsi efekti f  dalam
kapa . . t a .  r r 5  r . eL raga  i  bag  ra  n  da r r
Majelis Pelnrusyarvaratan Rakyar Republik
Indonesia. Adaplrn Mahkanah Agung
Amer i ka  Ser i ka t  nemi l i k i  pu la
kc$'enangan corJtTrl1iut.1l rcrierr, t atlg d1
hrdonesia merupakan kcrvenangan darr
Mahkamah KoDsritusi.
Menurut pcnulis, setelah melakukan
nienganalisis The Shape of The New
Separdtionism (Wujud Terbaru Paham
Pen isahan  Kekuasan)  pada  a r t i ke l
The Ney, Sepdratian o.f Powe,,
dal^n Llorvard Ldl Reyity'633 (2000),
Bmce Ackernan rrengidealkan bahwa
bcn tuk  te rba ru  (d i s t i nc t i \ ' e  po t te rn )
da r i  pahar r  pe  i sahan  kekuasaan
modern t idak lagi terbatas berdasarkan
pemisahan tiga fi.ngsi saja (.Separutionism's
Three  Ra t io l t a les ) .  sebaga imana
d ikehendak i  o l ch  Mon tesqu leu  dan
Madison, melalnkan telah tcrwujud ke
daian lenrbaga- lenbaga yang ada pada
. . .  (m  Le l c r rb ig i . . r n  nc r ' :  r . r  r r . ,  . cnd i r r .
Berdasarkan pentahantan ini,  Ackerman
mengatakan cabang cabarg kekuasaan
negara  hendaknya  de l l gan  tegas
dilihat berdasarkan model kelembagaannya,
yang  da lam kon teks  Aner i ka  Sc r i ka t
tcrdifi dai ( l) cabang kekuasaa llolse o/
R epresenld I i,et, (2) Senatc, (J) President,
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(4 )  . \ up r ,  nc  Co t t r .  dan  (5 )  cabang
Lcl.ra.aan t ld, lcrlr lcrrr agcl. l , .  f lorr isi
negara independen).
Ber da.ar lan p( nclararr-frmalardrl
t e rsebu t ,  t ampak  j e las  bah rva  komis r
negara  i ndependen  d i  Tndon(s ia  dapa t
d i pe r . amakan  d  enga  n  komr ' i  nega ra
independen di Amerika Serikat, karena
berada di luar ranah tiga poros kckuasaan
as l .  ( rhe  o , tE i to l  t h ree  b ran . l ' e . \ .
dan  seca ra  rns t i l t r s i on i l  dapa t  o rpo lakcn
keda lan r  cdbd  ng - ( cbcn  g  kek , ra .aan
be rda .a rLan  Jen i s  k< le .nbagaan r ) " .
ya i t u  cabang  kekuasaan  ( l )  Dewan
Pernak r l an  R rky r t .  ( 2 )  P res rden .  ( 3 )
Mahlamah \gurg. (4) \lahkamah KonsrirL.i.
dan (5) cabang kekuasaan komisi negara
independen .  s  eh  i . r gga .  i r J l f ( uJ ,  I
agc r ,  r ,  '  1cn ;  d 'm ; .1 .  r J  , l a l z ,m  t s . r r i
tersebut juga nrengambil bentuk atau
da  pa '  d r r r a \ r a i  . ebeg . r  ko r r ' ' r
nega ra  i ndcpcnden  da lam kon tcks
ketatanegaraan RepubLik Indonesia.
Sebaga i  t ambahan ,  dan  guna
pengayaan  teo r i t i k ,  se la in  teo r i  l r e
ner) separdtion a.l  por,eL drkcnal
pula teori "the f(,urth branch of the
Lembaga  lembaga  in i  d i kena l
l ua .  qe .a ra  un  Ln l  , ebag r i  Ko tn i . j
Negara Indcpcnden). Beidasarkan teon
Yre :  \ 4e r r y  d rn  And re ' r  Kn rpp  rn r .
maka  te rdapa t  kekuasaan  keempa t
yakni konisi negara independen. Pada
konteks ketatanegaran lndoncsla, ada
la rena  kece rde rung r r  dc l rm  reo r i
admin i s l_ r . r  un t r r l  r r  cng r ' r \ kan  tuga '  -
t ugas  yang  be rs i f a t  regu la t i f  dan
adnrinjstratif medadi bagian dari tugas
kon i , i  ncga  ra  i ndependen .  Sebaga i
misal, kewenangan penindakan (pl]n-
yelidikan, penyidikan, pcnuntutalt!  dan
penyitaan) dan penccgahan atas tildak
p idana  ko rups i  d i l aksanakan  pu la
oleh Komisi Pembcrantasan Korupsi (KPK).
Sclain l tu, kewenangal menyelenggara
kan  pemi l i han  umum yang  tad inya
berada di barvah kendali Mcntcri Dalan'l
Negeri, saat ini di laksanakan sepenuhnya
o leh  Komis i  Pemi l i han  Umur l
(KPU), yang keLembagaannya bersifat
independen.
Cabang  kekuasaan  keempa t
yang  d i  maksud  da lam teo r i  d i  a tas
dapat pula n' lc gan]bi1 bentuk atau
dimalarai sebagai komisi negara iidepeiden,
ka r  cna  kcbe radaannya  t i dak  be rada
da la rn  ranah  cabang  kekuasaan
legislatif (1egr,rlatul'e), ksekutif (erec!/fu e),
ataupun cabang kekuasaan kehakiman
Qud i ,  i a r l ) .  Ka renJn )  n .  kon . t r uk . i
t eo r i t i s  kebe radaan  komis i  negara
independen padakonteksketatanegaraan
Republik Indonesia dafat digolongkan ke
dalam cabang kekuasaan keempat tanpa
kepala (rlre headless fourth brunch of
gorefnment).
Berdasarkan pemapamn-pemaparan
d i  a tas ,  penu l i s  memberan ikan  d r r - l
un tuk  me iy impu lkan  bah r la ,  koml  s l
negara  i ndependen  (scca ra  ge re l ' r ' c )
merupakan cabang kekuasaan telsendlrl
di luar konsepsi /,ai2ol/tlca Montesquieu.
Kenyaraan benregira Re,trrLl i \  Indone.ia
dewasa ini menunjukkan bahwa terdapat
go re rnmen t (cabang  kekuasaan
keempat)" yang dinyatakan oleh Yves
Mcny  dan  Andrcw Knapp  (1998r281) ,
sebagai berikul:" 1ieg, |atory and nonitoring
bodies are a ne\t type of aulononaus
admi ist lat ioa vhich hds been nost
widely developed in the United
States (where it is sotuetimes refer/ed
ta as the 'headless fourth brunch' of
the government). I t  take the form o;f
trhat are generalb, lcnavn as Independent
Regu la t  o ry  Comn i  s  s i  a  ns  (Lembaga-
lembaga  regL r la to r  dan  pengaw: t s
merupa lan  . ebuah  t i J ' e  ba ru  da r i
admin i s t ras i  o tonom yang  t c lah
berkembang pesat di Amorika Serikat,
d imana  kadang-kadang  d i sebu t
sebaga i ' cabang  kckuasan  kekuasaan
keempat tanpa kepala' dali pemerintahan
Fedeml).
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cabang kekuasaan te rsend i r i ,  yaknr
komis i  negara  indcpcnden.  Sebagar
cabang kekuasxan le r  5 (nd  i r i .  kon \ l rL l . i
teor i t i s  keberadaan komis i  ncgara
in  deper  dc  n  dapcr  d rnr . rknar  .cb . rg . r r
bagian dari "Penisahan Kekuasaan 8aru,"
a taupun "Cabang Kekuasaan
Keempa l .  Kenda t i  d r  m i k  ia  r r .  l omi . i
negara  independen lah i r  dar i  rah im
t r ias  pa l i l i ca  Montesqu leu ,  seh ingga
keberadaannya tidak dapat dipisahkan
secara serta merla dari konsepsi r-i.rr '
politicaini.
Model Hubungan Antarlembaga Negara
Struktur kelatanegaraan Republik
Indones ia  dapat  d i l iha t  berdasarkan
d is t r ibus  i  kekuasaan dan mode l
hubungan antar lembaga negara dalam
Undang-Lrndang Dasar  1945 pasca
amandemen.  Secara  umunr ,  n rode l
hubungan an tar  len ]baga in i  d isebur
hubungan yang sederajat sefta checks and
balances. Moh.Fajrul Falaakh (2009:85-86)
membahasakan hubungan antar lembaga
negarabersifat nebengoernet, dalam
artian, lembaga-lembaga negara pada
dasaurya diletakkan pada kedudukan sejajar
sekaligus dalam model hubungan cle./rj
and bulunces da]1 ttdak lagi bersilat hirarkts
pi"midal.
Penbahasan mengenai pola hubungan
antarlembaga negara ini perlu dilakukarr,
un tuk  pa l i ng  t i dak  n ren je laskan  dan
mempos is i kan  l c tak  kon is i  negara
indcpcndcn pada struktur ataupun sistem
L  e r  a  r anega  rd  a  . 1  Rep . ] b  i l  l ndon  es  i a
berda.arkan I rrd.rng-l nd.rng Da.ar 1a45.
Karc r l anya ,  be r i ku t  t e rpampang
skema kelembagaan organisasi negara
terbaru yang diperkenaLkan oleh Sekrctariat
Jenderal Majelis Pemusyawantan Rakyat
Republik Indonesia, yang lazimnya dikenal
dan dipublikasikan secara luas. Bagan pola
h r rbu rgan  an la_ l c rnhas . r  neE l t r a  \ c r s l
ini dikutip pula olch (JinlyAsshiddqie,20l0:
Bagan l
Pola HubunganAntarlcmbaga Ncgara (Vcrsi MPRRI)
Luf4
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Mengut ip  pendapat  Moh.  Fa j ru l
Fa laakh (2009:86-87)  ragaan d i  a tas
memihki bcragam ketidaklepatan yang
mencolok,yaitu:
1 .  Penempatan pemer in tahan daerah,
yang terdiri dari kepala daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di
bau,ah Presiden. Lebih tepat daerah
diletakkan di barvah Undang-Undang
Dasar I945.
2. Pencmpatan daerah kabupaten/ kota
mengesankan bahwa hirar kinya di bawah
daerahprovinsi.
3. Penenrpatan Komisi Pemilihan Umum,
Konisi Yudisial, dan bank scntraldi bawah
lenrb . rg . r - l cmbaga i ( f (  f l  i  N4a je l i s
Pcrmusyawaratall Rakyat, Mahkamah
Korlstitusi, atau Mahkanrah Agung.
4 .  Dewan Per t imbangan Pres iden
(Wantirnpres) tidak hams didudukkan di
bawah prcsiden dan tanpa kcjelasan pola
hubungan kepenasebatan
Se la in  i tL .  mengacr r  pada asumsi
adanya d i fe rens ias i  an tara  organ-
organ eksekut i f  indcpenden dengan
komis i  negara  indepcnden.  ser ra  teor i
"The New Sep(lration oJ Poi'er," bagan
tersebut nlenunjukkan bemgam kelemahan,
)€l,i]i:
1. Bank scniral, Tenlara Nesional lndonesia,
Kepo l is  ian  Repub l ik  Indones ia ,
dan Kejaksaan Agung, dikarenakan
berada di bawah kendali eksekutif,
seba iknya d i tempatkan d i  bawah
Presiden, sejajar dengan Menteri Negam,
namun tetap memilikigaris vertikal urus
pada Konst i tus i ,  karena memi l i k i
kekuasaan yang bersumber pada UUD
1945.
2. Konisi Yudisial yang rrlenyatu dcngan
Mahkarllah Konstitusi dan Mahkamah
Agung.  namun berada d i  bawah
kedua ins t i tus  i  te rsebut .  Kendat i
bukan pelaksana rau penyelenggara
kekursrrn kehaliman. ldealnya Komisi
Yudisial berkedudlrkan sejajar dan
terpisah dengzn Mitirkamah Konstitusi dan
Mahkamah Agung, narnun letap merniliki
garis venikal lurus pada Konstitusr,
karena memi l i k i  kewcnangan yang
bersumber  pada UUD 1945,  dan
t idak  d ikenda l ikan  o leh  kedua
lembaga re  r .eb  r l .  T idaL  log i .
apab i la  Iembaga yang beru ,enang
mengusu lkan pengangka lan  hak in l
agung dan mempunyai '*ervcnang lain'
ini berada di bawah lenlbaga yang
diawasinya.
3 .  Komis i  Negard  Tndepcnden  sepe  i
Komisi Pernil ihan Unrurr & Komisr
Yudisial (corsli l&rional organ) sefia
Kon1isi Pemberantasan Korupsi ct
Komisi nasional Hak Asasi Manusra
(constitutiotldl importance) td,ealnya
berkedudukan sederajat atau paling
kurang se ja j  a r  ( t idak  sepenuhnya
ter le tak  d i  bawah)  dengan Dewan
Perwakilan Rakyat, Presiden, Mahkamah
Agung.  d3n  M ah  ka  n rah  Kon . l i l us i .
seda tetap memiliki garis veftikal lurus
pada korstitusi, karena memiljki
kewenangan yang bersunber pada
Undang-Undang Dasar 1945. dan tidak
dikendalikan oleh tiga cabang keklasaan
as l i  ( independen) .  PengganT baran
komisi negam indepcnden pada bagan
di atas'dapat' diintegrasikan kedalarn
satu kotak khusus, yang di dalamnya
termua l  5emua rar ran  d l r i  komis i
negara independen baik Kornisi Pemilihan
Umurn, KomisiYudisial, n'uupun'semua'
komisi negam independen yang memiliki
cotistitul i otlal inportan ce.
Berpijak pada bagan sebelumnya
dan ura ian-  u ra ian  te rk r i t .  L rs rmpLr ldn-
kesimpulan penting yang dapat dikemukakan
terhadap kcdudukan ko  nr  i s i  negara
independen pada struktur ketatanegaraan
Repub l rk  lndonesra .  d r rdnruskan scbag: i
berikut:
l  Lembaga- lembaga negara  yang
menregan g kel-uasaan menurut Undang-
Undang Dasar  1945 te rnasuk  pu la
didalamnya komisi ncgara indcpcnden-
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Kekuasaan  d imaksud  ada lah
kewenangan tertentu yang bersumbcr
langsung  pada  Kons i tus i .  guna
mewujudkan lujuan negara. sebagir i-
mana diamanatkan d:rlam Pcmbukaan
Undang-Undang  Dasar  1945 .  B  i l a
dianalisis lebih lanjut. di l ihar dari tujuan
akhir yang ingin dicapai, yaitu mewujud-
kan tujuan negara, ntaka baik lembaga
t ingg i  negara  maupur l  kon ' t  I  s  I
negara independenmcmilikikedudukan
yang sederajat.
2 .  Apab i l a  mg l i ha t  l e t ak  ' se l u ru t r '
komisi negara indcllcnden yang berada
di bawah Dewan Perwakilan Daerah,
MaJelis Pemrusyawamtan Ralyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Presiden dan Wakil
P res idcn .  M  ah  k  rm i rh  Kon . t i | l r . i ,
Mahkamah Agung, dan Badan Pemeriksa
Keuangan (lcnrbaga tinggi negara), ntaka
tamprk  Je l x .  l en rbcg t  I cga re  l l r i
d i pos i s i kan  sebaga i  sad te  d l r r l 1 ld / ' r '
oge r {  i ,  r  mcu f rn  ' l cmbugr  neguru '
saja oleh penrbentuk Konsli tusi dan
undang-undang .  Dcnga l  dcmik ian ,
' saa t  i n i ' kcdudukan  komis i  ncga ra
independen pada sfukiur ketatanegaraan
masih diposisikan di bawah Iembaga
tinggi negara, dan sebagai lenbaga
negara  tambahan  a tau  penun jang .
Kenda t i  dcm ik ian ,  komis i  negara
independer l  merupakan  Iembaga
negara  yang  be rpe ran  pen t l ng
guna mewujudkan cita negara hukum
yang demokratis (denocratiscl le
3 .  Ragaan  d i  a tas  t i dak  se la ras
dengan perkenlbangnn ketalancgaraan
modernl yang n]enghendaki adanya
pengakuar atas cksistensi kolnlsr
negara independen sebagai cabang
kekuasaan baru diera n'rodem.
4 .  Ragaan  d i  a tas  menun jukkan
pu la  ke lemahan  dan  ke te rba tasan
komis i  negara  i ndependcn  da lan t
kon teks  a , r cc t r  and  bu ldnccs ,
dikarenakan seoara kon scptual saj a sudah
dianggap scbagai slate .lu.riliury
age ncies, padahal sejatinya komisinegara
indcpendendibentuk bedujuan untuk
nenjalankan prinsip.y'recks atxl balances.
Hal int trdak sclards (dik,rrcndkan komtsi
negara  i ndependen  d i t empa tkan
"d i  bawah"  t i ga  po ros  kckuasaan
asli),  dengan modcl hubungan antar
lembaga negara yang b e rs i fat
neb c n goernc t, dalam artian lembaga-
lembaga  negara  pada  dasa rnya
diletakkan pada kedudukan sej al ar
seka l i gus  da lam mode l  hL lbungan
chetks ancl Dalar.cr, dan t idak lagi
bersifat himrkis piramidal.
Checks and Balatces Komisi Negara
Independen  te rhad  ap  Cabang
Kekuasaan Legislati f ,  Eksekutif ,  dan
Yudikaf il dalam Konteks Ketatancgaraan
llepublik Indoncsia
Chec ks and bd/ances arlara
komis i  ncga ra  i ndependen  dan  t i ga
po ros  kekuasaan  as l i  ( l eg i s la t i f ,
cksekutif, dan yudikatif) menunjukkan
bahwa:
L Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan
Mahkamah  Kons t i t us i  (MK)  sangar
memba tas i  dan  n tenye imbang i
komisi negara indepcnden, sedangkan
Pres  i den  dan  Mahkamah  Agu t rg
ku rang  be rpengaruh  da lam ha l
membatasi dan menyeimbangi komisi
negara independen.
2 .  Cabang  kekuasaan  ckseku t i f
(Presiden) mcrupakan ndin target
dari pembatasan dan penyeimbangan
komisi 11egara indcpenden, sehingga
komis i  negara  i ndcpcnden  da lam
kontcks a/,.,ckr and bdlances sangat
membatas i  P res iden  da lan l  ha l -ha l
tenentu,
3. Mahkamah Konstitusi tidak tersentuh
pemba tasan  dan  penye imbangan
dar i  komis i  negara  i ndependen !
begitu pula dengat Parlemon (Dewan
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Pcrwak i lan  Rakyar  (DPR) ,  Dewan
Peru  a l i lan  Daera l r  I  DPD t .  dan V. r j< l rs
Pennusyawaratan Rakyat (MPR) Republ ik
hdonesia.
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Kesimpulan
Beldasarkan pclnbahasan dan hasil
analisis, penulis enggagas kesimpulan
sebagai berikui :
L Kenyat:an bemcgaru Rc'prrbli l  Indonesir
de \ "asa  in i  mcnun jukkan bah\ \ 'a
tcrdan:rr cabar! lekLri.Jrn tcrsctrdtri.
yakn i  kor r i s i  ncgar  a  independen
(i n dependent dgen( i t's). Sebagai cabang
kekuasaan te rsend i r r ,  kons t ruksr
leor i t i s  keberadaar l  konr is i  negara
indcpcndcr  d rn . r l  d  r rnuL na  i .ebrgn i
bagian dari "l/re,\cw Separctian a/
Pc'r,cr- (Pemisahan Kckuasaan Baru) "
Adapun 'pe labe lan '  kon l i s i  negara
independen sebagai cabang kekuasaaD
tersendiri menurul pcrspcktif I/re,\'crr.
Stpararion ol P, 
"rir;td.rbh l;t,. go r..r.r
kc i lmuan (da lam ar t i  menuru i
l iDjauan pustaka) dan bukan disebLrt
a tau  d i ten tukan da lam pe la lu ran
perundang-undangan y g berlaku dr
Republik Indonesia.
2. Kedudukan komisi ncgara indepcndcn
dalam struktur ketatanegaraan Republ ik
Indoncsia 'masih' diposisikan di bawah
lembaga tinggi negara, dan dianggap
scbagai Iembaga negara tambahan atau
penunjang.
3. Argumcntasi bahwa konsep .re.l.t
and  ba lances  hanya ber laku  d i
antara lembaga legislatif, eksckutif,
dan yud ika t i f  ada lah  t idak  tepdt .
Kcnyataan bernegara konten]porcr
mcnun jukkan komis i  negara
independen juga berperan (meskipun
terba tas  )  da lam pcn lba tasan dan
penyeimbangan terhadap tiga poros
kckuasaanasli.
Saran
Berdasa rkan  has i l  ana l i s  i s  d .L I l
kesimpulan-kcsimpulan pada peneli t ian
inr. penulrs rncnggcgr5 saran-Laran \ebagai
beril:ut:
1. Pentingnya di lakukan reslrukturisast,
dan revitalisasi komisi negan independen,
antar-a lain dengan menj adikannya
sebagai organ konstitusi (co n s I i tu I iondl
o/gdr) rrclalui Anandcmcn V UUD
1945. Idealnya semua komisi negara
independen diatur secara tegas dalam
konstinrsi ternlasuk mcnyangkut status
kelenlbagaan, kewenangan, mekanisme
pengisian jabatan, dan hubungannya
dengan lenrbaga negara 1ain.
2. Pe[t ingnya di lakukan pengcInbangan
keilnuan hukun ketalanegaraan yang
se j  a lan  dcngan  pe rken rbangan
kc ta tancgaraan  n lode rcn ,  yang
menghcndaki adanyapengakuan terhadap
independent.?gerclel sebagai poros
kekuasaan baru.
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